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Tertaha Rp 1,3 M

PALU, MERCUSUAR - Hingga Maret 2012,

pemerintah pusat masih menahan Dana Bagi

Hasil (DBH) tambang Sulteng tahun 2011
sebesar Rp 1,3 miliar. Pemerintah pusat baru
akan mencairkan dana tersebut setelah
pemerintah Sulteng memperlihatkan buktu
setoran sebagian pemilik izin usaha
pertambangan (IUP) tahun 2011.

Kepah Bidang Pertambangan
Umum Dinas Pertambangan
Energi dan Sumber Daya Min-

_eral Sulteng, Aris Bulo menga-
takan, setiap tahun para pemilik
IUP menyetorkan iurannya
langsung ke rekening peme-
rintah pusat. Hanya saja,
sebagian pemegang IUP tidak
menyerahkan copy-an bukti

‘setoran itu ke pemerintah

Sulteng. Akibatnya, pemerintah
Sulteng tidak memiliki bukti
setoran itu.

"Memang birokrasi di peme-
rintah pusat sangat rumit. Sebe-
narnya, dana tersebut harus
dicairkan ke pemerintah pro
vinsi, karena data-data penye-
toran itu juga sudah ada pada

ArisBulo ¢

mereka (pemerintah pusat).
Makanya saya heran, kenapa
pemerintah pusat harus me-
minta bukti setoran itu lagi pada
kami," kata Aris, kemarin (6/3).

Untuk itu, kata dia, para
pemgik IUP yang te]all menye-

torkan iurannya, diharap bisa
menyerahkan bukti setorannya
kepada pemerintah Sulteng,
sehingga apa yang menjadi hak
daerah bisa diberikan
sepenuhnya. -

Aris menambahkan, saat ini, -

pihaknya masih berupaya
mengumpulkan bukti-bukti
setoran sebagian pemegang
IUP tahun 2011 silam, agar DBH
itu bisa dicaifkan seluruhnya.
"Memang DBH tambang
Sulteng tahun 2011 tidak terta-
han seluruhnya. Yang Rp 1,3
miliar ini adalah sebagian DBH
Sulteng, karena pada tahun
2011 lalu, DBH tambang yang
sudah ditransfer pemerintah
pusat ke rekening pemerintah
Sulteng sebanyak Rp 7,016
miliar. Makanya, kami tengah

mengupayakan bukti-bukti
setoran yang sebagian itu,
sehingga dana Rp 1,3 miliar bisa
juga dicairkan," jelas dia.

Untuk target tahun 2012 ini,
lanjut Aris, Kementerian ESDM
RI menargetkan pendapatan
yang berasal iuran tetap (land
rent) dan royalti para pemegang
IUP sebesar Rp 33 miliar lebih.
Jika target ini terealisasi 100
persen, maka pemerintah Sul
teng akan mendapat DBH sebe-
sar 16 persen, kabupaten/kota
penghasil mendapat DBH
sebesar 32 persen, dan kabupa
ten/kota sekitar akan mendapat
DBH sebesar 32 persen.

"Yang 20 persennya akan
diambil pemerintah pusat.
Aturannya memang begitu,"
tuturnya. Gus










